
NOTA DINAS
         No: 83/KU.140/B.1/03/2024    

Yth. : 1. Direktur Pembiayaan Pertanian
  2. Direktur Irigasi Pertanian

Dari : Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
Hal : Undangan Rapat Penyusunan Laporan Akhir Tim Pengendalian

  Inflasi Pusat
Tanggal : 25 Maret 2024

Menindaklanjut  Surat  Kepala  Departemen Kebijakan Ekonomi  dan Moneter  Bank
Indonesia  nomor  20/16/DKEM/Srt/B  tanggal  20  Maret  2024  tentang  Undangan
Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas Tim Pengendalian  Inflasi  Pusat  (TPIP)
Tahun 2023,  mohon untuk menugaskan 1 orang Kelompok Kerja Pelaporan di unit
kerja Saudara pada

hari/tanggal : Senin, 25 Maret 2024
waktu : 15.00 WIB – selesai
tempat : Pertemuan Zoom

meeting ID : 857 6440 9495
password : 343168

dan

hari/tanggal : Selasa, 26 Maret 2024
waktu : 09.00 WIB – selesai
tempat : Hotel Fairmont, Jl. Asia Afrika No. 8, Senayan, Jakarta.

Jadwal  acara dan link  draft  Laporan TPIP 2023 terlampir  bersama dengan surat
undangan dimaksud.

Atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

${ttd}       
 

 
Hermanto

KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

KANTOR PUSAT KEMENTERIAN PERTANIAN GEDUNG D
JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN KODE POS 12550

TELEPON (021) 7816082, FAKSIMILI (021) 7816083
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Nomor   :
Sifat        :
Lampiran  :
Hal   :

B-504/PW.020/B.1/03/2024
Segera
1 (satu) lembar
Persiapan Penilaian Maturitas SPIP

25 Maret 2024

  Yth.
(Mohon lihat lampiran)
di
Tempat

Sehubungan dengan pelaksanaan Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP) Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2024,
kami akan menyelenggarakan persiapan Penilaian Maturitas SPIP pada:

hari/tanggal : Selasa/ 26 Maret 2024
waktu : 08.00 s/d selesai
tempat : Ruang Rapat Lantai 8 Ditjen PSP

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon kepada nama-nama yang dimaksud agar
dapat menghadiri pertemuan berikut.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima 
kasih.

Ditandatangani secara elektronik oleh
Sekretaris Direktorat Jenderal 
Prasarana dan Sarana Pertanian,

      ${ttd}

Dr. Ir. Hermanto, M.P.
NIP 197108141999031002

Tembusan:
Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (sebagai laporan)

KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

KANTOR PUSAT KEMENTERIAN PERTANIAN GEDUNG D
JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN KODE POS 12550

TELEPON (021) 7816082, FAKSIMILI (021) 7816083
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Lampiran

Surat No. : B-504/PW.020/B.1/03/2024
Tanggal : 25 Maret 2024

Daftar Tujuan
Kepada Yth.

1. Seta Rukmalasari Agustina, SP., M.M.A., M.Sc.
2. Joko Mariyanto, STP., MP.
3. Ivan Mangratua Siburian, S.Si., M.Sc.
4. Nopita Indriani, S.Sos., MM.
5. Nurhayati, SE.
6. Windiya Kurnianing Pamungkas, S.Kom., MM.
7. Sigit Mardiyanto, SE., M.Si.
8. Ony Wiryawan, ST., M.Sc.
9. Yani Rahmawati, SP.
10. Ida Zuraida, S.IP.
11. M. Jamil Baharuddin, S.STP., M.Si.
12.Geloria Merry Karolina Br. Ginting, SP., MM., M.Sc.
13.Sri Rahayu, SP., M.Sc.
14.Dwi Inti Parnani, SE.
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Nomor : B-494/RC.110/B.1/03/2024 22 Maret 2024
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Reviu Refocusing III Anggaran Ditjen PSP TA 2024 (Revisi V)

Yth.
1. Inspektur 1, Inspektorat Jenderal
2. Kepala Biro Perencanaan, Sekjen Kementan

Menindaklanjuti arahan Menteri Pertanian terkait upaya peningkatan produksi pangan

melalui program Pompanisasi, maka rencananya akan dilakukan refocusing anggaran

ke  III  lingkup  Kementan.  Terkait  hal  tersebut,  maka  akan  dilakukan  reviu  APIP

refocusing/realokasi anggaran Ditjen PSP TA 2024. Untuk itu, diharapkan kerjasama

Saudara  untuk  menunjuk  Tim Reviu  APIP  Inspektorat  Jenderal  guna  melakukan

penelaahan pada;

Hari/tanggal : Minggu, 24 Maret 2024

Waktu : 14.00 WIB – selesai 

Meeting ID

Passcode

Link Zoom

:

:

:

826 4600 1993

810690 

  https://bit.ly/ReviuRefocusingIIIDitjenPSP

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Ditandatangani secara elektronik oleh
Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana 
dan Sarana Pertanian,
 

${ttd}

Dr. Ir. Hermanto, M.P.
NIP 197108141999031002

Tembusan:
Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian

KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

KANTOR PUSAT KEMENTERIAN PERTANIAN GEDUNG D
JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN KODE POS 12550

TELEPON (021) 7816082, FAKSIMILI (021) 7816083
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KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

KANTOR PUSAT KEMENTERIAN PERTANIAN GEDUNG D
JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN KODE POS 12550

TELEPON (021) 7816082, FAKSIMILI (021) 7816083

Nomor : B-246/RC.110/B.1/02/2024    12 Februari 2024
Sifat : Biasa
Hal : Permohonan Rekomendasi Evaluasi Anggaran

SPBE (Clearance) Ditjen PSP TA. 2024

Yth. 

Kepala Biro Perencanaan
Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian

di Tempat

Bersama  ini  disampaikan  permohonan  Rekomendasi  Evaluasi  Anggaran  SPBE
(clearance) kegiatan  Teknologi  Informasi  dan  Komunikasi  (TIK)  TA.  2024  yang
berada pada unit kerja kami untuk diusulkan pada aplikasi Evaluasi Anggaran SPBE
(https://ega-spbe.layanan.go.id) dengan data sebagai berikut :

Nama Kegiatan : Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya
Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

Nama KRO : Sistem Informasi Pemerintahan
Nama RO : Sistem Informasi Prasarana dan Sarana Pertanian
Nama Aplikasi : 1. Sistem Informasi Database LKMA

2. Sistem Informasi Sertifikasi LS Pro Alsintan
Jenis Infrastruktur : Data center Kementerian Pertanian
Anggaran : Rp285.915.000 (Rp90.000.000 dan Rp195.915.000)
Sasaran Strategis : Terwujudnya  Birokrasi  Kementerian  Pertanian  yang

Efektif,  Efisien,  dan  Terkelolanya  Anggaran  yang
Akuntabel

Penanggung Jawab : Dr. Ir. Hermanto, M.P.
No. HP. : 0813-8204-8763

Atas perhatian dan kerjasama Saudara kami ucapkan terima kasih.
 

Sekretaris Direktorat Jenderal
Sekretaris Direktorat Jenderal 
Prasarana dan Sarana Pertanian,

Dr. Ir. Hermanto, M.P.
NIP 197108141999031002

Tembusan:
Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
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KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

KANTOR PUSAT KEMENTERIAN PERTANIAN GEDUNG D
JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN KODE POS 12550

TELEPON (021) 7816082, FAKSIMILI (021) 7816083

Nomor : B-248/RC.010/B.1/02/2024    12 Februari 2024
Sifat : Biasa
Hal : Undangan Reviu Kegiatan Banpem TA. 2023

pada Aplikasi MPO

Yth. 
Inspektur I Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian

di Tempat

Dalam  rangka  mendukung  penilaian  kinerja  pelaporan  online  Kegiatan  Banpem
lingkup  Direktur  Jenderal  Prasarana  dan  Sarana  Pertanian,  khususnya  Kegiatan
Banpem yang dilaporkan menggunakan Aplikasi MPO, dengan ini kami bermaksud
mengadakan pertemuan mengenai Reviu Kegiatan Banpem TA 2023 pada Aplikasi
MPO, yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa / 13 Februari 2024
Waktu : 09.00 WIB s.d Selesai
Tempat : CARE IPB Ruang Edu Room

Gedung Utama Lantai 2 
Kampus IPB Baranangsiang  
Jl. Raya Pajajaran, Kota Bogor

Sehubungan dengan hal  tersebut,  mohon Saudara dapat menugaskan Bapak/Ibu
dapat  menugaskan  Tim  Auditor  Internal  dari  Inspektorat  Jenderal  Kementerian
Pertanian, untuk dapat hadir sebagaimana jadwal tersebut.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.
 

Sekretaris Direktorat Jenderal
Sekretaris Direktorat Jenderal 
Prasarana dan Sarana Pertanian,

Dr. Ir. Hermanto, M.P.
NIP 197108141999031002

Tembusan:
Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
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KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

KANTOR PUSAT KEMENTERIAN PERTANIAN GEDUNG D
JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN KODE POS 12550

TELEPON (021) 7816082, FAKSIMILI (021) 7816083

Nomor : B-255/TI.050/B.1/02/2024    13 Februari 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Dukungan Sarana Informasi dan Teknologi

Ditjen PSP TA. 2024

Yth. 

Kepala Pusat Data dan Informasi
Kementerian Pertanian

di Tempat

Menindaklanjuti pertemuan koordinasi pelaporan online Ditjen PSP (MPO dan BAST
Online)  dengan BASTBANPEM Kementan yang diselenggarakan pada tanggal  9
Februari 2024 di Hotel Ra.Suites, Jakarta Selatan, bersama ini disampaikan bahwa
dalam rangka pengembangan pelaporan online Ditjen PSP (MPO dan BAST Online)
TA.  2024,  akan  dilakukan  penyesuaian  dan  integrasi  terhadap  perubahan  dan
penambahan fitur dengan aplikasi BASTBANPEM Kementan.

Sejalan  dengan  persiapan  integrasi   tersebut,  dimana  secara  paralel  kami
melakukan  update  dan  kolaborasi  antar  pemilik  aplikasi,  kami  bermaksud
mengusulkan dukungan fasilitasi sarana IT yang dibutuhkan Ditjen PSP TA. 2024
kepada Pusat Data dan Informasi, Kementerian Pertanian. Untuk itu, kami mohon
bantuan Saudara kiranya dapat memfasilitasi kebutuhan IT sebagaimana yang kami
usulkan  (terlampir).  Untuk  memudahkan   komunikasi  terkait  kebutuhan  IT  Ditjen
PSP, kami sampaikan PIC dari Ditjen PSP yaitu Sdr. Renhard – 081382752435.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.
 

Sekretaris Direktorat Jenderal
Sekretaris Direktorat Jenderal 
Prasarana dan Sarana Pertanian,

Dr. Ir. Hermanto, M.P.
NIP 197108141999031002

Tembusan:
Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
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Lampiran
Surat No. : B-255/TI.050/B.1/02/2024
Tanggal : 13 Februari 2024

I. Testing Environment Server  
A. Virtual server Aplikasi 

 OS Alma Linux 
 Storage : 2TB
 Memory : 1 GB
 Webserver : Nginx / Apache 
 PHP 8.3 

B. Virtual server Database
 OS Alma Linux 
 Load balancing : 3 Node 
 Storage : 2TB 
 Memory : 8GB 
 Database Server : MariaDB / Mysql 

II. II. Upgrade Storage Server Production 
 Spesifikasi perangkat keras Storage server production 
 Spesifikasi perangkat keras Memory
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KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

KANTOR PUSAT KEMENTERIAN PERTANIAN GEDUNG D
JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN KODE POS 12550

TELEPON (021) 7816082, FAKSIMILI (021) 7816083

Nomor   :
Sifat        :
Lampiran  :
Hal   :

B-134/RC.320/B.1/01/2024
Biasa
Satu Berkas
Penyampaian Laporan TW IV
Kegiatan Mendukung P3KPE Ditjen PSP

26 Januari 2024

Yth. 
Kepala Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal
di 
   Jakarta

Menindaklanjuti  Surat Kepala Biro Perencanaan Nomor  B-135/RC.310/A.1/01/2024
tanggal  22  Januari  2024 tentang  Pelaporan  Realisasi  Program/Kegiatan  dan
Anggaran  Kemiskinan  Ekstrem  TA  2023,  bersama  ini  kami  lampirkan  realisasi
kegiatan  prasarana  dan  sarana  pertanian  tahun  2023  mendukung  percepatan
penghapusan kemiskinan ekstrim. 

Sekian kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Ditandatangani secara elektronik oleh
Sekretaris Direktorat Jenderal,

 
Dr. Ir. Hermanto, M.P.
NIP 197108141999031002

Tembusan:
Direktur Jenderal PSP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
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KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

KANTOR PUSAT KEMENTERIAN PERTANIAN GEDUNG D
JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN KODE POS 12550

TELEPON (021) 7816082, FAKSIMILI (021) 7816083

Nomor   :
Sifat        :
Lampiran  :
Hal   :

B-71/KL.230/B.1/01/2024
Biasa
Satu berkas
Usulan  Indikasi  Proyek  yang  akan  dibiayai
oleh  PHLN  lingkup  Ditjen  Prasarana  dan
Sarana Pertanian 

23 Januari 2024

Yth. Kepala Biro Perencanaan, Ditjen PSP
di 
   Jakarta

Menjawab  Surat  Saudara  Nomor:  B-53/KL.230/A.1/1/2024  tanggal  10  Januari  2024  hal
Usulan Indikasi Proyek yang akan dibiayai PHLN, bersama ini kami sampaikan rancangan
awal  usulan  indikasi  Proyek  yang  akan  dibiayai  oleh  PHLN pada  Tahun  2025  lingkup
Direktorat  Jenderal  Prasarana  dan  Sarana  Pertanian  sebagaimana  terlampir.  Mohon
kiranya dapat diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. 

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih. 

Ditandatangani secara elektronik oleh
Sekretaris Direktorat Jenderal 
Prasarana dan Sarana Pertanian,

Dr. Ir. Hermanto, M.P.
NIP 197108141999031002

Tembusan:
Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
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Lampiran Surat.
Nomor : B-71/KL.230/B.1/01/2024
Tanggal : 23 Januari 2024

Rencana Penarikan Pinjaman Hibah Luar Negeri untuk Pagu Indikatif RAPBN Tahun 2025

No Nama Leader Nama Unit Eselon 1 Kode Pinjaman Nomor Registrasi Nama Proyel
Rencana Penarikan PLN 

Tahun 2025

1 IFAD
Direktorat Jenderal Prasaran dan 

Sarana Pertanian
2000003230 1J275XUA

The Development of Integrated Farming 

System in Upland Areas Project 

(UPLANDs)

Rp 80.000.000.000,00,-

2 IsDB
Direktorat Jenderal Prasaran dan 

Sarana Pertanian
IDN-1024 1FXSV52A

The Development of Integrated Farming 

System in Upland Areas Project 

(UPLANDs)

Rp 70.000.000.000,00,-

3 World Bank
Direktorat Jenderal Prasaran dan 

Sarana Pertanian
PIPELINE PIPELINE

Climate Resilient and Low Carbon 

Agriculture Development in Indonesia 

(CResLADI)

Rp 1.000.000.000,00,-

Rp 151.000.000.000,00,-Total

Ditandatangani secara elektronik oleh
Sekretaris Direktorat Jenderal 
Prasarana dan Sarana Pertanian,

Dr. Ir. Hermanto, M.P.
NIP 197108141999031002
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Nomor   :
Sifat        :
Lampiran  :
Hal   :

B-1513/RC.130/B.1/07/2024
Segera
-
Data Pemberian Bantuan Ditjen PSP.

 17 Juli 2024

Yth.
Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian
Kementerian Pertanian RI

di

   Jakarta

Menindaklanjuti surat Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian nomor :
B.1833/RC.130/A.8/07/2024  tanggal  8  Juli  2024  perihal  permohonan  informasi
pemberian bantuan kepada masyarakat pada saat kunjungan kerja Menteri Pertanian
periode Oktober 2023 – Juli 2024. 

Disampaikan data pemberian bantuan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian pada
saat kunjungan kerja Menteri Pertanian sebagaimana dimaksud terlampir pada link
berikut https://tinyurl.com/DATA-ALSINTAN-KUNKER-MENTAN

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal PSP,

       ${ttd}

Dr. Ir. Hermanto, M.P.
NIP. 196508301998031001

Tembusan:
Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

KANTOR PUSAT KEMENTERIAN PERTANIAN GEDUNG D
JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN PASAR MINGGU, JAKARTA SELAAN KODE POS 12550

TELEPON (021) 7816082, FAKSIMILI (021) 7816083

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
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KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

KANTOR PUSAT KEMENTERIAN PERTANIAN GEDUNG D
JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN KODE POS 12550

TELEPON (021) 7816082, FAKSIMILI (021) 7816083

NOTA DINAS
        NOMOR: 26/RC.330/B.1/01/2024

Yth. : Direktur lingkup Ditjen PSP
Dari : Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
Hal : Kunjungan Lapang Prov. Jawa Barat 
Tanggal : 19 Januari 2024

Dalam  rangka  Penyusunan  Laporan  Kinerja  Direktorat  Jenderal  Prasarana  dan
Sarana Pertanian  TA.  2023,  kami  bermaksud mengadakan kunjungan Lapang di
Provinsi  Jawa  Barat  pada  tanggal  24  –  26  Januari  2024  (jadwal  terlampir),  
mohon  Saudara  dapat  menugaskan  Pejabat/Staf  yang  berkompeten  untuk
melakukan pendampingan.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

 Hermanto

Tembusan:
Direktur Jenderal PSP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
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Lampiran 
Surat nomor : 26/RC.330/B.1/01/2024
Tanggal : 18 Januari 2024

Lokasi kunjungan lapang penyusunan Laporan Kinerja di Provinsi Jawa Barat
No Kabupaten/Kota Kegiatan Unit Kerja Tim Pelaksana

Rekomendasi Perlindungan LP2B dan 

Pengendalian alih fungsi lahan 

pertanian

Dit. PPL

Unit Pengolah Pupuk Organik Dit. Pukpes

2 Kab. Subang Alsintan Pra Panen Dit. Alsintan

RJ IT, pompa, Damparit, Embung 

Geomembran

Dit. Irigasi

RJ IT, POMPA, Embung, Air Tanah Dit. Irigasi

AUTP / AUTS/K Dit. Pembiayaan

- ITJENTAN

 - Dit. PPL

 - Dit. Pukpes

 - Evalap - PSP

- ITJENTAN

 - Dit. Irigasi Pertanian

 - Dit. Pembiayaan

 - Evalap - PSP

Kab. Sumedang1

Kab. Karawang3

- ITJENTAN

 - Dit. Alsintan

 - Dit. Irigasi Pertanian

 - Evalap - PSP
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Nomor   :
Sifat        :
Hal   :

B-1051/TI.050/B.1/05/2024
Segera
Entry Data API pada Aplikasi SPLP
Kementerian Pertanian

7 Mei 2024

Yth.
Kepala Pusat Data dan Informasi
Kementerian Pertanian
di
Tempat

Menindak lanjuti hasil pertemuan tanggal 3 Mei 2024 tentang Rapat Pemanfaatan
SPLP dan  Pendataan  API  (Application  Programming  Interface)  Tingkat  Eselon  1
lingkup Kementan yang diselenggarakan oleh Pusat Data dan Informasi Kementan,
bersama ini kami sampaikan bahwa Ditjen PSP menyusun API berupa data sebaran
kegiatan Ditjen PSP. Data tersebut telah di posting di Aplikasi SPLP dengan nama
“LokasiKegiatan”,  yang  datanya  bersifat  tertutup  dan  diperuntukkan  kepentingan
internal.  Link  API  “LokasiKegiatan”,  sebagai  berikut  :  https://api-
splp.layanan.go.id:443/t/pertanian.go.id/lokasiKegiatan/1.0.0/.

Demikian disampaikan, atas perkenan dan kerja samanya disampaikan terima kasih.

Ditandatangani secara elektronik oleh
Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana 
dan Sarana Pertanian,

      ${ttd}

Dr. Ir. Hermanto, M.P.
NIP 197108141999031002

Tembusan:
Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (sebagai laporan)

KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

KANTOR PUSAT KEMENTERIAN PERTANIAN GEDUNG D
JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN KODE POS 12550

TELEPON (021) 7816082, FAKSIMILI (021) 7816083
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Nomor   :
Sifat        :
Lampiran  :
Hal   :

B-950/KP.020/B.1/04/2024
Biasa
satu berkas
Rekomendasi Formasi Jabatan Fungsional
Analis Prasarana dan Sarana Pertanian

25 April 2024

Yth.
1. Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana Kota Bandar Lampung;
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bandar Lampung. 
di
Tempat

Menindaklanjuti hasil validasi dan verifikasi Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis
Beban Kerja (ABK) jabatan fungsional Analis Prasarana dan Sarana Pertanian usulan
Dinas  Pertanian, Kota Bandar Lampung, terlampir disampaikan hasil  rekomendasi
penetapan jumlah formasi jabatan fungsional Analis Prasarana dan Sarana Pertanian.
Rekomendasi formasi jabatan fungsional dimaksud agar dapat digunakan sebagai
acuan untuk penetapan formasi jabatan fungsional ke Kementerian PAN-RB dengan
tetap memperhatikan formasi Pengangkatan Pertama, Perpindahan dari Jabatan Lain,
Transformasi Jabatan dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Sehubungan  dengan  hal  tersebut  diatas,  kami  harapkan  Saudara  dapat
menindaklanjuti  proses  penetapan  formasi  jabatan  fungsional  tersebut  melalui
Kementerian  PAN-RB  untuk  selanjutnya  ditetapkan  menjadi  formasi  Jabatan
Fungsional Analis Prasarana dan Sarana Pertanian.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Ditandatangani secara elektronik oleh
Sekretaris Direktorat Jenderal 
Prasarana dan Sarana Pertanian,
 

   ${ttd}

Dr. Ir. Hermanto, M.P.
NIP 197108141999031002

Tembusan:
1. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;
2. Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementerian Pertanian;
3. Kepala Dinas Pertanian, Kota Bandar Lampung.

KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

KANTOR PUSAT KEMENTERIAN PERTANIAN GEDUNG D
JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN KODE POS 12550

TELEPON (021) 7816082, FAKSIMILI (021) 7816083
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Lampiran Surat Sekretaris Direktorat Jenderal
Nomor : B-950/KP.020/B.1/04/2024
Tanggal : 25 April 2024

No Unit Kerja Nama Jabatan
Jenjang
Jabatan

Jumlah formasi
yang diusulkan

Formasi yang
direkomendasikan
Instansi Pembina

Keterangan

1 Dinas Pertanian, 
Kota Bandar 
Lampung

Analis Prasarana dan Sarana 
Pertanian Ahli Madya

Madya 2 1

Analis Prasarana dan Sarana 
Pertanian Ahli Muda

Muda 4 2

Analis Prasarana dan Sarana 
Pertanian Ahli Pertama

Pertama 6 2

Ditandatangani secara elektronik oleh
Sekretaris Direktorat Jenderal 
Prasarana dan Sarana Pertanian,
 

   ${ttd}

Dr. Ir. Hermanto, M.P.
NIP 197108141999031002
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Yth. Direktur Lingkup Ditjen PSP

Menindaklanjuti  surat  Sekretariat  Jenderal  Kementerian  Pertanian,  Nomor
B.629/KL.010/A.6/04/2024 tanggal 16 April  2024 perihal di atas, bersama ini kami
sampaikan  tawaran  untuk  mengikuti  program pelatihan  dari  pemerintah  Malaysia
dalam kerangka Malaysian Technical Cooperatian Programme (MTCP) Course 2024,
yang  akan  dilaksanakan  secara  daring  dan  luring  di  Malaysia.  Program  yang
ditawarkan terdiri dari 9 program bidang keamanan, pertanian, ekonomi, pariwisata,
aviation dan water management, yang akan dilaksanakan pada bulan juni – juli 2024.

Adapun mekanisme pendaftaran adalah sebagai berikut:

1. Calon peserta telah menjalani masa kerja sesuai bidang pelatihan minimal 2 s.d
5 tahun sesuai dengan bidang pelatihan dan memperhatikan ketentuan pada
pelatihan yang dipilih;

2. Mahir berbahasa inggris secara lisan dan tulisan;
3. Sehat secara fisik dan mental;
4. Calon peserta agar melampirkan berkas administrasi sebagai berikut:

a. Surat  pengantar/rekomendasi  dari  Biro  Kerja  Sama  Luar  Negeri,
Kementerian Pertanian;

b. Daftar riwayat hidup dalam Bahasa Inggris;
c. Sertifikat Bahasa Inggris terbaru, dengan nilai minimal 450 (TOEFL) atau 5.0

(IELTS);
d. Application form yang telah diisi dan ditandatangani dan stempel lengkap,

termasuk medical report;
e. Salinan paspor yang berisi data diri dan halaman berwarna serta masih

berlaku minimal 6 bulan sebelum tanggal pelaksanaan pelatihan;
f. Pas foto berwarna dengan latar belakang putih ukuran papor (3,5 cm x 5 cm)

5. Untuk  proses  endorsement Biro  KTLN,  Kemensetneg,  seluruh  dokumen
tersebut wajib diunggah ke website KTLN (https://ktln.setneg.go.id). Informasi
lengkap  terkait  tawaran  beasiswa  dimaksud  dapat  diakses  melalui  tautan
https://mtcp.kln.gov.my/, sesuai dengan batas waktu masing-masing pelatihan.

Sehubungan  dengan  hal  tersebut,  dimohon  kesediaan  Saudara  untuk  dapat
mengusulkan calon peserta pelatihan yang memiliki tupoksi sesuai dengan program
pelatihan. Informasi lebih lanjut terkait pelatihan dimaksud dapat menghubungi Sdri.
Mia Mariani (08159916111).

KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

KANTOR PUSAT KEMENTERIAN PERTANIAN GEDUNG D
JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN KODE POS 12550

TELEPON (021) 7816082, FAKSIMILI (021) 7816083

Nomor : B-929/KL.010/B.I/04/2024 24 April 2024
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Tawaran Malaysian Technical Cooperation

Programme (MTCP) Course 2024
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Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Ditandatangani secara elektronik oleh
Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana 
dan Sarana Pertanian,
 

   ${ttd}

Dr. Ir. Hermanto, M.P.
NIP 197108141999031002

Tembusan:
Direktur Jenderal PSP.
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Nomor
Sifat
Lampira
n
Hal

:
:
:
:

B-908/RC.110/B.1/04/2024
Sangat Segera
2 berkas
Dana Pendampingan Operasional Penambahan 
Areal Tanam (PAT)

19 April 2024

Yth.
Daftar Terlampir
di Tempat

Dalam rangka mendukung operasional kegiatan Penambahan Areal Tanam (PAT) melalui
kegiatan pompanisasi dan alsintan, bersama ini disampaikan bahwa Ditjen Prasarana dan
Sarana Pertanian telah mengalokasikan biaya pendampingan pada DIPA PSP TA.2024 dana
Tugas Pembantuan. Biaya pendampingan diperuntukkan bagi Dinas Pertanian Provinsi dan
Kabupaten, BSIP provinsi, dan TNI (Korem dan Kodim), sebagai berikut:

1. Biaya pendampingan dialokasikan pada dana Tugas Pembantuan di 33 Provinsi.
2. Total biaya pendampingan adalah sebesar Rp 17.800.000.000 dengan perincian sebagai

berikut:
1) Biaya  pendampingan  yang  berasal  dari  kegiatan  Alsintan  pada  MAK

1796.AEA.001.053 senilai Rp 12.300.000.000,00.
2) Biaya  pendampingan  berasal  dari  kegiatan  Pompanisasi  pada  MAK

1794.RBK.004.053.A untuk wilayah timur, MAK 1794.RBK.006.053.A untuk wilayah
tengah dan MAK 1794.RBK.008.053.A untuk wilayah barat dengan senilai  total   
Rp 5.500.000.000,00.

3. Komposisi Biaya pendampingan 
1) Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota
2) BSIP Provinsi
3) TNI (Korem dan Kodim)

4. Mekanisme pengajuan dana pendampingan dilakukan oleh Dinas Kabupaten/Kota,
BSIP Provinsi, dan Korem/Kodim ke Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Provinsi yang
telah  ditunjuk  oleh  Kuasa  Pengguna  Anggaran  (KPA)  di  Dinas  lingkup  Pertanian
Provinsi.

Detail rincian biaya pendampingan di 33 provinsi sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan,  atas perhatian dan kerjasama saudara diucapkan terima kasih.

Ditandatangani secara elektronik oleh
Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana 
dan Sarana Pertanian,

 
   ${ttd}

Dr. Ir. Hermanto, M.P.
NIP 197108141999031002

Tembusan:
1. Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian
2. Kepala BSIP 33 Provinsi Terlampir
3. Danrem dan Dandim 33 Provinsi Terlampir

KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

KANTOR PUSAT KEMENTERIAN PERTANIAN GEDUNG D
JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN KODE POS 12550

TELEPON (021) 7816082, FAKSIMILI (021) 7816083
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Lampiran 1. Daftar Lampiran

Yth.

1. Kepala Dinas Pertanian & Perkebunan Provinsi Aceh
2. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan & Hortikultura Provinsi 

Sumatera Utara
3. Kepala Dinas Perkebunan Tanaman Pangan & Hortikultura Provinsi Sumatera Barat
4. Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan & Hortikultura Provinsi Riau
5. Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura & Perkebunan Provinsi Bengkulu
6. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura & Peternakan Provinsi Jambi
7. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan & Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan
8. Kepala Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
9. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan & Hortikultura Provinsi 

Lampung
10. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten
11. Kepala Dinas Tanaman Pangan & Hortikultura Provinsi Jawa Barat
12. Kepala Dinas Pertanian & Perkebunan Provinsi Jawa Tengah
13. Kepala Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan Provinsi D. I. Yogyakarta
14. Kepala Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur
15. Kepala Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan Provinsi Bali
16. Kepala Dinas Pertanian & Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat
17. Kepala Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur
18. Kepala Dinas Tanaman Pangan & Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat
19. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura & Peternakan Provinsi Kalimantan 

Tengah
20. Kepala Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan
21. Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan, & Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur
22. Kepala Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara
23. Kepala Dinas Pertanian & Peternakan Provinsi Sulawesi Utara
24. Kepala Dinas Tanaman Pangan & Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah
25. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura & Perkebunan Provinsi Sulawesi 

Selatan
26. Kepala Dinas Tanaman Pangan & Peternakan Provinsi Sulawesi Tenggara
27. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, & Peternakan Provinsi Sulawesi Barat
28. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo
29. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku
30. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara
31. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura & Pangan Provinsi Papua
32. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura & Perkebunan Provinsi Papua Barat
33. Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan, & Perikanan Provinsi Papua Selatan
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Lampiran 2. Rincian Biaya Pendampingan dan Komposisi Alokasi

1794.RBK.004/006/008
Komponen 053. A

Monitoring dan Pelaporan

1796.AEA.001 
Komponen 053.ZZ

Monitoring dan evaluasi kegiatan lingkup 
Alsintan

TOTAL Dinas 
Provinsi/Kabupaten BS IP

TNI 
(Korem dan 

Kodim)

1 Aceh TP 51.458.000                                                                                                     250.000.000 301.458.000        135.656.100            90.437.400       75.364.500        
2 Bengkulu TP 7.567.000                                                       100.000.000                                               107.567.000        48.405.150              32.270.100       26.891.750        
3 J ambi TP 40.864.000                                                     100.000.000                                               140.864.000        63.388.800              42.259.200       35.216.000        
4 Bangka Belitung TP 3.026.000                                                       100.000.000                                               103.026.000        46.361.700              30.907.800       25.756.500        
5 Lampung TP 148.321.000                                                   250.000.000                                               398.321.000        179.244.450            119.496.300     99.580.250        
6 Riau TP 48.431.000                                                     100.000.000                                               148.431.000        66.793.950              44.529.300       37.107.750        
7 S umatera Barat TP 45.404.000                                                     100.000.000                                               145.404.000        65.431.800              43.621.200       36.351.000        
8 S umatera S elatan TP 202.806.000                                                   500.000.000                                               702.806.000        316.262.700            210.841.800     175.701.500      
9 S umatera Utara TP 36.323.000                                                     100.000.000                                               136.323.000        61.345.350              40.896.900       34.080.750        

10 Banten TP 369.290.000                                                   750.000.000                                               1.119.290.000     503.680.500            335.787.000     279.822.500      
11 J awa Barat TP 847.550.000                                                   2.000.000.000                                            2.847.550.000     1.281.397.500         854.265.000     711.887.500      
12 J awa Tengah TP 1.032.195.000                                                2.000.000.000                                            3.032.195.000     1.364.487.750         909.658.500     758.048.750      
13 DI Yogyakarta TP 69.620.000                                                     250.000.000                                               319.620.000        143.829.000            95.886.000       79.905.000        
14 J awa Timur TP 1.337.919.000                                                2.000.000.000                                            3.337.919.000     1.502.063.550         1.001.375.700  834.479.750      
15 Bali TP 7.567.000                                                       100.000.000                                               107.567.000        48.405.150              32.270.100       26.891.750        
16 Nusa Tenggaran Barat TP 231.563.000                                                   750.000.000                                               981.563.000        441.703.350            294.468.900     245.390.750      
17 Kalimantan Barat TP 119.565.000                                                   250.000.000                                               369.565.000        166.304.250            110.869.500     92.391.250        
18 Kalimantan Utara TP 13.621.000                                                     -                                                              13.621.000          6.129.450                4.086.300         3.405.250          
19 Kalimantan S elatan TP 122.592.000                                                   250.000.000                                               372.592.000        167.666.400            111.777.600     93.148.000        
20 Kalimantan Tengah TP 49.944.000                                                     100.000.000                                               149.944.000        67.474.800              44.983.200       37.486.000        
21 Kalimantan Timur TP 9.080.000                                                       100.000.000                                               109.080.000        49.086.000              32.724.000       27.270.000        
22 Gorontalo TP 62.052.000                                                     100.000.000                                               162.052.000        72.923.400              48.615.600       40.513.000        
23 S ulawesi Barat TP 19.675.000                                                     100.000.000                                               119.675.000        53.853.750              35.902.500       29.918.750        
24 S ulawesi S elatan TP 340.533.000                                                   750.000.000                                               1.090.533.000     490.739.850            327.159.900     272.633.250      
25 S ulawesi Tengah TP 39.350.000                                                     100.000.000                                               139.350.000        62.707.500              41.805.000       34.837.500        
26 S ulawesi Tenggara TP 81.728.000                                                     250.000.000                                               331.728.000        149.277.600            99.518.400       82.932.000        
27 S ulawesi Utara TP 43.891.000                                                     100.000.000                                               143.891.000        64.750.950              43.167.300       35.972.750        
28 Nusa Tenggara Timur TP 102.916.000                                                   250.000.000                                               352.916.000        158.812.200            105.874.800     88.229.000        
29 Maluku Utara TP 9.080.000                                                       100.000.000                                               109.080.000        49.086.000              32.724.000       27.270.000        
30 Papua Barat TP 1.529.000                                                       100.000.000                                               101.529.000        45.688.050              30.458.700       25.382.250        
31 Papua S elatan TP 4.540.000                                                       100.000.000                                               104.540.000        47.043.000              31.362.000       26.135.000        
32 Maluku TP -                                                                  100.000.000                                               100.000.000        45.000.000              30.000.000       25.000.000        
33 Papua TP -                                                                  100.000.000                                               100.000.000        45.000.000              30.000.000       25.000.000        

5.500.000.000                                                12.300.000.000                                          17.800.000.000   8.010.000.000         5.340.000.000  4.450.000.000   Total 

Komposisi AlokasiS umber Dana

Kewenangan 
(DK/TP)ProvinsiNo
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